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ABSTRAK

Khozin, Ahmad Nur. 2024. Politik Hukum Pembentukan Norma
Pada Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. Skripsi
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing
Ayon Diniyanto, M.H.

Demontrasi oleh asosiasi kepala desa yang menuntut
perpanjangan jabatan menghasilkan perubahan masa jabatan kepala
desa di Undang-Undang Nom hun 2024 yang memuat norma
periode masa jabatan kepa jadi 2 periode dengan masa
jabatan setiap perioden . Perubahan mengalami
omor 5 Tahun 1979

politik hukum epala desa dan
menjelaskan ecara teoritis
untuk me penerapan
politik hu ai dengan
konstitusi. ecara praktis unt luasi bagi
pemerintah s legislasi produk h

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative
dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan
konseptual, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer dalam
penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang
masih berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum
sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai
topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik
analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis perskriptif,
yaanMtasiatasﬁasj-BﬁMkan
dengan menggunakan logika penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalah utama
yang dikaji, pertama, walaupun pembuatan undang-undang
terkesan tergesa-gesa namun politik hukum yang digunakan dalam
pembuatan kebijakan ini mengarah pada kesehjatraan umum.
Kedua, akibat hukum yang timbul akibat perubahan norma masa
jabatan kepala desa adalah selain polarisasi politik pasca pemilihan
kepala desa menjadi lebih stabil namun perubahan ini berpotensi
menjadi peluang penyalahgunaan wewenang jabatan kepala desa.

buatan kebij

Kata kunci: UU Desa, Kepala Desa, Politik Hukum
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ABSTRACT

Khozin, Ahmad Nur. 2024. Legal Politics of the Formation of
Norms of Change in the Term of Office of the Village Head. Thesis
of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State
Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

The demonstration by the village head association
demanding an extension of office resulted in a change in the term
of office of the village head 4 w Number 3 of 2024 which
contains the norm for the of the village head into 2
periods with each ter years. This change it

the village The

usefulness academic

icy-making

tically for

evaluation rocess of
legislation

This arch”is. normative h using a

legal appr ptual approach, an approach.

The prim terials in this st laws and

regulation , While the

secondary

roblems studied,
first, although the , the legal politics
used in making this policy lead to public weltare. Second, the legal
consequences that arise due to changes in the norms of the term of
office of the village head are in addition to political polarization
after the election of the village head becoming more stable, but this
change has the potential to be an opportunity to abuse the
authority of the village head.

The results

Keywords: Village Law, Village Head, Legal Politics
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peran krusial desa tidak hanya sebatas kuantitas yang
dihuni masyarakat hukum saja, Desa sebagai unit terkecil

sebuah negara dianggap kunci dari tatanan sosial,

ekonomi, dan politik s ! Oleh karenanya, seorang
Kepala Desa seb impi i di lingkungan desa
mempunyai ehidupan desa,
maka ma berdampak

pada si  desa.

birokrasi. desa ak jika masa
jabatan iatur dengan baik.?
D sistem pemerint sia, masa

jabatan

epala Desa men i rapa kali
perubah ntuhnya kekuasaan

Desa | dilakuka

! Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa,” Jurnal Hukum &
Pembangunan 50, no. 1 (2020): 245,

? Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala
Desa: Suatu Wacana,” J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 2, no. 4 (2023): 364.

¥ Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif
Konstitusi,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 4 (2019): 320.

15
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dirubah kembali pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024.
Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
sendiri, masa jabatan Kepala Desa diatur dengan masa waktu 6
tahun setiap periodenya dan dapat menjabat selama 3 periode.
Ini artinya jika diakumulasikan, seorang Kepala Desa dapat
menjabat dengan total masa jabatan 18 tahun. Diberlakukanya

Undang-Undang Nomor 6, 014 berpeluang mengundang

konflik sosial politik di J)angnya kesempatan masa

selama i tahun;.setiap perio

perebutkan jabatan sa berikut

derungan-.seperti i af tertentu
bisa saj u harmoni sosial pol
iawali dengan ber i trasi oleh

esa yang menuntut

Desa dan me Ikan syarat akan

kepentingan politi uncaknya pada tanggal 25 April 2024
resmi diundangkanya perubahan Undang-Undang Desa, dengan

mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

* Umbu Pariangu and La Ode Muhammad Elwan, “Ancaman Terhadap
Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa,” Journal
Publicuho 6, no. 3 (2023): 858
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Muatan pasal perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2024 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada Pasal 39
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merubah periode masa
jabatan kepala desa yang sebelumnya bisa menjabat selama tiga
periode dengan setiap periodenya 6 tahun menjadi 2 periode
dengan masa jabatan setiap periodenya selama 8 tahun. Sekilas

berbeda jauh karena urangan masa maksimal

ama 18 tahun, a Undang-
ahun 12024 ..selama Ini artinya

asa jabatan Kepa

an Undang-Undan

a orde baru masih ngan juga

a masa jabatan sa adalah

3 Tahun 2024

Desa. Dengan perpanjangan jabatan selama 8 tahun per

atan demokrasi di

periodenya berpeluang menyumbat sirkulasi demokratisasi di
tingkat Desa. Panjangnya masa jabatan pemimpin lokal tersebut
cukup rentan diselewengkan. Bagaimanapun, Kepala Desa
menjadi medium terlaksananya berbagai program pemerintah.

Pengurangan masa jabatan mengandung harapan agar
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penyalahgunaan jabatan kepala desa bisa dicegah.

Perbedaan yang ada di beberapa peraturan perundang-
undangan terkait masa jabatan Kepala Desa menunjukkan
adanya perbedaan filosofi dan paradigma yang melandasinya.
Sekalipun dua perangkat peraturan perundang-undangan
mengatur pokok bahasan hukum yang sama, perbedaan filosofi

atau paradigma dapat meni perbedaan materi peraturan.

Filsafat dan paradi dapat mempengaruhi

materi dan isi u i imbulkan perbedaan

apa yang

igma yang

]

paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi
. . -

Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam
- . - ..

kehidupan politik bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila harus
- . - -

dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan

_-‘ F"

l‘orientasi arah) dalam pembangunan politik hukum Indonesia
-

yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional Bangsa

Indonesia.
Perubaha j n ala Desa dalam
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2 menurut penulis

merupakan langkah yang tidak sesuai dengan apa yang

® Tjoe Kang Long and Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan
Kepala Desa: Suatu Wacana.” J-CEKI : JurnalCendekia lImiah, 2.4 (2023), hal
363

® Putu Eka Pitriyantini, | Wayan Suardana, and | Wayan Antara,
“Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Di Indonesia,” Majalah Ilmiah
Untab 15, no. 1 (2018): 42
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seharusnya dilaksanakan dalam menyelesaikan  segala
permasalahan di desa. Oleh karenanya, di sini penulis tertarik
untuk meneliti dan melakukan pembahasan skripsi dengan judul
“Politik Hukum Pembentukan Norma Pada Perubahan

Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian lat i atas, maka rumusan

juan dari penulisan

k hukum terkait pe rma pada

. Kegunaan Pen
Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman akademis terhadap penerapan teori
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politik hukum dalam pembuatan kebijakan yang sesuali
dengan kepentingan negara dan rakyat.
2. Kegunaan secara praktis
Secara praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan
sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang ada. Serta sebagai
bentuk evaluasi kedepan kepada lembaga pembuat undang-

undang dalam pembe kum yang sesuai dengan

konstitusi.

merupa

ada pada lem

dilaksanak i . Legal policy

atau garis kum vyang akan
diberikan baik dengan pembuatan hukum baru maupun

dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka

” Soedarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian
Terhadap Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983).
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cakupan politik hukum secara luas yang ditulis dalam
politik hukum di Indonesia. la menjelaskan tentang
bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat
konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan
penegakan hukum itu.?

Lebih lanjut, Pad
politik hukum adalah
bentuk, dan

\Wahjono mengatakan bahwa

sar sebagai penentu arah,

Sementara,

khususnya

8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan X (Depok:
Rajawali Pers, 2020),1-2.

° Wahjono Padmo, Indonesia Lalah Negara Yang Berdasar Atas
Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan, Cetakan Il, vol. 10 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1980).

19 sadjipto Rahardjo, llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
352.



F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan
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Jabatan Kepala
Desa Berdasa
Undang-
Tentag §a
ituli
y
ha,
an

(Jurn

oleh
Suha
Sya
Erito aha

Prog h

Negara Fa

Universitas

Jambi)*

pert
perundang-
enga
engguna
metode:

» Pendekatan

kasus

» Pendekatan
sejarah

» Pendekatan
perundang-

undangan

» Pendekatan

konseptual

p—_—

No | Judul Peneletian | Metode dan Teori Kesimpulan
yang digunakan
1. |Analisis Penelitian ini Pengaturan politik
Pengaturan menggunakan hukum mengenai
Periode tg periode jabatan

Kepala Desa di
Indonesia
grdasarkan
g-Undang
6 Tahun

ertentangan

peraturan
lang-

gan lainnya.

1 Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton,
“Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Limbago: Journal of Constitutional Law 3,
no. 2 (2023): 225-41, https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165.
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2. |Implikasi Hukum Penelitian ini Revisi UU Desa
Perpanjangan menggunakan Nomor 6 Tahun
Masa Jabatan teori negara 2014 membuka
Kepala Desa hukum dan teori peluang terjadinya
Berdasarkan demokrasi penyalahgunaan
Konsep Hukum dengan kekuasaan yang
Tata Negara bertentangan
(Jurnal: Ditulis dengan prinsip
oleh Fita Dwi konstitusionalisme

Pratiwi,

» Pendekatan

konseptual

> Pendekatan

kasus
» Pendekatan

sejarah

Penelitian ini

menggunakay

Nomor 6 Taf Desa di Indonesia

2014 Tentang Desa | menggunakan sangat sesuai

Terhadap metode: dengan

12 Fita Dwi Pratiwi, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan
Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara How to Cite,” Sultan
Jurisprudance: Jurnal Riset llmu Hukum 3, no. 2 (2023): 256-69,
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOl:http://dx.doi.org/10
.51825/sjp.v3i2.
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Perubahan Masa
Jabatan Kepala
Desa di Indonesia
(Jurnal: Ditulis
oleh Saiful Basri
dan Anang Dony
Irawan,

Universitas

 Pendekatan amanat Undang-

perundang- Undang dan
undangan memiliki dasar

» Pendekatan yang kuat apabila

konseptual

membuat dengan

prosedur yang

benar dan tidak
menghilangkan

nilai-nilai

Surabaya)™

Penelitian ini

menggunakan

teori
perbandingan

hukum dan

pembatasan

kekuasan dengan

menggunakay

perundang- berdasarkan

undangan pendekatan

3 saiful Basri and Anang Dony Irawan, “Tinjauan Hukum Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan
Kepala Desa Di Indonesia,” Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2 (2023):

205-14.

4 Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi.”
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Masa Jabatar

42/PUU-
X1X/2021

Desa Berda
Putusan MK No

Tentang Masa

Jabatan Kepala

 Pendekatan
konseptual

» Pendekatan

sejarah

Penelitian ini

teori negara

dengan

metode:

» Pendekatan

perundang-

menggunakan

menggunakan

konstitusionalisme
, horrma tentang
diperkenankannya
seseorang
menjabat sebagai
kepala desa
selama tiga
periode (18 tahun)
dalam UU No.
014 bertolak
ang dengan
plitik hukum

tidak sesuai
dengan konstitusi
di negara

Indonesia, hal ini

menunjukkan

bahwa jika masa
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Desa (Skripsi:
Ditulis oleh
Muhammad

Danil,Program

Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah
Dan Hukum

Universitas |

Studi Hukum Tata

undangan

> Pendekatan

konseptual

kekuasaan agar

jabatan kepala
desa terlalu lama
akan
mengakibatkan
kecacatan atas
regenerasi
kepemimpinan di
wilayah desa.
Adapun alasan

karenakan
I, yaitu
erikan

g peralihan

tidak sewenang-

wenang.

% Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala
Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/PUU-XI1X/2021 Tentang Masa Jabatan
Kepala Desa” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).
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Melalui literature review yang penulis ambil, dapat
disimpulkan bahwa arah pengaturan politik hukum dari
penelitian yang terdahulu ini bertolak belakang dengan
kebijakan hukum nasional yang harusnya sesuai dengan amanat
Pancasila dan UUD 1945. Melalui berbagai pendekatan yang

dilakukan, hasil yang disimpulkan dari penelitian-penelitian di

atas mengatakan bahw, jakan hukum vyang dibuat

bertentangan dengan

merupakan
sebuah

fakta e ada. Penelitian hu

proses n berfikir_logis se berguna

untuk kebenaran yang ad ermanfaat

bagi ke al.’® Untuk memp penelitian

a menentukan me ian dalam

n pada analisis ini
adalah yuridis normatif. Penelitian ini secara mendasar
merupakan kegiatan ilmiah dalam mengkaji hukum positif

atau hukum yang sedang berlaku. Fokus jenis penelitian

16 Deassy J.A. Hehanussa, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Widina
Bhakti Persada Bandung, 2023).
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ini ada pada konsepsi hukum, asas, dan kaidah hukum itu

sendiri.!’

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan jenis conceptual approach atau pendekatan

konseptual dan statue approach atau pendekatan perundang-

undangan, serta hist proach atau pendekatan

sejarah. Yang di n konseptual adalah

n dan regulasi ter
ti.'’® Sementara pe rah pada

m  merupakan

Di sini penulis menggunakan 2 jenis sumber data

penelitian yang digunakan, yaitu:

7 Aditya Yuli Sulistyawan, “Diktat Mata Kuliah: Metode Penelitian

Dan Penulisan Hukum” (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2022).

2017).

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana,
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a. Bahan hukum primer
Sumber hukum primer merupakan bahan data yang
bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-
undangan, catatan resmi atau putusan pengadilan yang
semuanya bermuara pada konstitusi.'® Sumber hukum
primer yang digunakan penulis disini antara lain:

1) Undang-Undang egara Republik Indonesia

entang Desa.

4) ang 'Nomor 13 Tentang
Kedua Atas Unda Nomor 12
11 Tentang Pe Peraturan

kum atau bahan
hukum tertulis ata sekunder merupakan
kumpulan data sebagai pelengkap dan penegas dari

sumber data primer. Pengumpulan data sekunder sendiri

!9 Rusdin. Tahir et al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu
Pendekatan Teori Dan Praktik, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 103.

%0 |ka Atika, Metode Penelitian Hukum (Jawa Barat: Penerbit Haura
Utama, 2022), 69.



30

dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literature
ilmiah.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis
lakukan adalah dengan menggunakan teknik inventarisasi,

klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis menginventarisir data

dan informasi teoritis agai literatur seperti buku,

ggunakan teknik pe

ikan permasalahan Dengan
salahan.melalui an data yag
ada teori-teori yang su n penulis.
Dan lanya dari uraian yang ada

H. Sistematika Pe
Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai penelitian

yang ingin penulis lakukan, secara rinci penulis menguraikan

2! Tahir et al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan
Teori Dan Praktik. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

22 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam
Penelitian Hukum,” Law Review V, no. 3 (2022): 89.



31

sistematikanya sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, pada bab pertama ini penulis
memaparkan mengenai latar belakang masalah dari tema yang
ingin penulis teliti dan perumusan masalah yang akan dikaji.
Selanjutnya penulis menguraikan mengenai manfaat dan

kegunaan penelitian, serta kggangka teoritik yang digunakan.

Kemudian meninjau me itian yang relevan, metode

penelitian,-bab in an terkait

norma masa jabata

ari wacana.perubah

tersebut nya disahkanya.

B bahasan penelitian keempat

terkait analisis

ulis menguraikan
kesimpulan berdasar pembahasan yang sudah diruraikan
dengan memberikan penilaian menurut hukum positif yang
berlaku. Serta memberikan rekomendasi saran untuk peneliti
selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian, dan

masyarakat secara umum.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Politik hukum yang digunakan pada norma masa
jabatan kepala desa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

ini mengacu untuk memajlikan kesehjatraan umum. Hal ini

sejalan dengan apa

pemilu, adanya per

apkan_mampu me vitas kerja

esa untuk menyel
ksimalkan waktu hun tanpa
terhambat ole larisasai politik da

sca pemilihan ke

undang-u
konfigurasi
pengaruh elite penguasa untuk memaksakan peraturan.
Terlihat pada undang-undang yang cenderung lebih
menguntungkan elit politik untuk memperpanjang dan
mempertahankan masa jabatanya. Pengaturan ini menjadikan

undang-undang tersebut bersifat otoriter. Perpanjangan masa

32
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jabatan kepala desa ini syarat akan kepentingan politis, di
mana secara demokratis panjangnya masa jabatan kepala desa
per periodenya justru mampu menghambat sirkulasi
demokrasi desa dan rentan terjadi penyelewengan kekuasaan
oleh Kepala Desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memiliki

potensi risiko yang p timbangkan dengan cermat.

Kepala desa yan lama mungkin merasa
memiliki ke i seringkali terjadi
negatif pada

an  desa.
desa tidak
daya desa

mengalami

a program
di de ik. asaan yang
ang dapat

masyarakat

perpanjangan masa jabatan esa dapat memiliki
beberapa manfaat, penting untuk mempertimbangkan secara
hati-hati juga potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap

kesejahteraan masyarakat.
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B. Saran
Meskipun ada argumen yang mendukung dan
menentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang
sudah disahkan, penting untuk mempertimbangkan secara
hati-hati implikasi hukum dan praktis dari perubahan

tersebut.  Perpanjangan . ini  memang  berpeluang

meningkatkan stabilit ningkatkan kepemimpinan,

namun juga menj atiran mengenai risiko

emerintah

an politik

entuan sebelumnya juan untuk

perkembangan des

desa tetap

masa jabata

dilakukan pengawasan yang intens atas jalannya penegakan

hukum dari regulasi tersebut.
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